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MOTTO 

 

قاَضِياَنِ فيِ النَّارِ، وَقاَضٍ فيِ الجَنَّةِ، رَجُل  قضََى بغَِيْرِ الحَقِّ فعََلمَِ ذَاكَ فذََاكَ فيِ النَّارِ، : القضَُاةُ ثلَََثةَ    

قاَضٍ لََ يعَْلمَُ فأَهَْلكََ حُقوُقَ النَّاسِ فهَوَُ فيِ النَّارِ، وَقاَضٍ قضََى باِلحَقِّ فذََلكَِ فيِ الجَنَّةِ وَ      

  

“Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang memutuskan 

hukum dengan tidak benar, sedangkan ia mengetahuinya, maka ia di neraka. 

Hakim yang tidak mengetahui kebenaran  (jahil), sehingga ia menghilangkan hak 

orang lain, maka ia pun di neraka. Hakim yang memutuskan hukum dengan 

kebenaran, maka ia di surga”.  

(HR. At-Tirmidzi). 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak  

terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata 

asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman 

transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel 

pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab 

Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah 

berpedoman pada model Library of Congress (LC)Amerika Serikat sebagai 

berikut : 

Arab Latin Arab Latin 

 th ط A ا

 zh ظ B ب

 ‘ ع T ت

 Gh غ Ts ث

 F ف J ج

 Q ق H ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م Dz ذ

 N ن R ر



 
 

x 
 

 W و Z ز

 H ه S س

 ‘ ء Sy  ش

 Y ي  Sh ص

   Dl ض

 

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan 

menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti ậ, î, û ( .)ا ,ي ,وBunyi hidup 

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” 

seperti layyinah, lawwậmah. Kata yang berakhiran tậ’marbûtah dan berfungsi 

sebagai sifat atau mudậf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang 

berfungsi sebagai mudậf ditransliterasikan dengan “at”.  
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ABSTRAK 

Abdillah Mazi Chaerony, NIM 200202110117, 2024. Efektivitas Hukum Dalam 

Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Pada Putusan Perkara 

Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jember. Skripsi, Jurusan 

Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dwi Fidhayanti, 

M.H. 

Kata Kunci : Efektivitas; Upaya Hukum Keberatan; Ekonomi Syariah. 

Upaya hukum keberatan merupakan upaya hukum dari putusan gugatan 

sederhana yang dimana harus diajukan perkara baru kembali akan tetapi dengan 

nomor register perkara yang sama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan gugatan sederhana 

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember dan untuk mengetahui 

kendala apa yang dihadapi ketika melaksanakan upaya hukum keberatan. 

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, menggunakan 

pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data meliputi sumber data primer dan 

sumber data sekunder Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara 

dan dokumentasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode 

pengolahan diawali dengan memeriksa data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan 

kesimpulan. 

Hasil penelitian menyebutkan bahwa efektivitas upaya hukum keberatan 

gugatan sederhana perkara ekonomi syariah belum sepenuhnya efektif yaitu pada 

faktor budaya masyarakat. Terdapat dua kendala upaya hukum yang  dihadapi di 

Pengadilan Agama Jember yaitu pihak yang dikalahkan dalam putusan enggan 

melaksanakan putusan dengan sukarela dan kurangnya pemahaman para pihak 

berperkara mengenai upaya hukum keberatan. 
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ABSTRACT 

Abdillah Mazi Chaerony, Student Id 200202110117, 2024. Legal Effectiveness 

in Simple Lawsuit Objections to Decisions on Sharia Economic Cases 

at the Jember Religious Court.. An UnddergraduateThesis, Department 

of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University Malang. Supervisor: Dwi Fidhayanti, M.H.. 

Keywords: Effectiveness, Legal Objection, Sharia Economics 

The legal effort of objection is a legal effort from a simple lawsuit decision 

where a new case must be filed again but with the same case register number. The 

purpose of this research is to find out how the effectiveness of legal efforts to 

object to simple lawsuits in sharia economic cases at the Jember Religious Court 

and to find out what obstacles are faced when implementing legal efforts to 

object. 

The research method used is empirical juridical, using a sociological 

juridical approach. Data sources include primary data sources and secondary data 

sources. Data collection methods are carried out by interview and documentation 

related to research problems. The processing method begins with checking data, 

classification, verification, analysis and conclusion. 

The results of the study state that the effectiveness of legal efforts to object 

to simple lawsuits in sharia economic cases has not been fully effective, namely 

on the cultural factors of society. There are two obstacles to legal efforts faced in 

the Jember Religious Court, namely the defeated party in the decision is reluctant 

to carry out the decision voluntarily and the lack of understanding of the litigants 

regarding legal efforts to object. 
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 الخلاصة

فعالية الجهود القانونية للاعتراضات . 1212، 122121002002عبد الله مازي شيروني، رقم تعريف الطالب 

أطروحة، قسم القانون الَقتصادي . البسيطة على القرارات في القضايا الاقتصادية الشرعية في محكمة جمبر الدينية

هـ. دوي فيدايانتي، م: المشرف. سللَمية الحوومية مالَن الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولَنا مالك إبراهيم الإ  

 

 الولمات المفتاحية الفعالية، الَعتراض القانوني، اقتصاديات الشريعة الإسللَمية

الجهد القانوني للَعتراض هو جهد قانوني للَعتراض على قرار الدعوى البسيطة حيث يجب رفع قضية جديدة مرة 

والغرض من هذا البحث هو معرفة مدى فاعلية الجهود القانونية للَعتراض . ضيةأخرى ولون بنفس رقم سلجل الق

على الدعاوى البسيطة في الدعاوى الَقتصادية الشرعية في محومة جمبر الدينية ومعرفة العقبات التي تواجهها عند 

 .تنفيذ الجهود القانونية للَعتراض

وتتضمن مصادر البيانات . ، باسلتخدام المنه  القانوني الَجتماعيمنه  البحث المستخدم هو المنه  القانوني التجريبي

مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية، وتتم طرق جمع البيانات عن طريق المقابلَت والتوثيق المتعلق 

وتبدأ طريقة المعالجة بفحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها واسلتنتاجها. بمشاكل البحث . 

تشير نتائ  الدراسلة إلى أن فعالية الجهود القانونية للَعتراض على الدعاوى البسيطة في القضايا الَقتصادية الشرعية 

هناك عقبتان تواجهان الجهود القانونية في محومة جمبر . لم تون فعالة بشول كامل، وذلك لعوامل ثقافية في المجتمع

لقرار عن تنفيذ القرار طواعية وعدم فهم الخصوم للجهد القانوني الدينية، وهما امتناع الطرف المهزوم في ا

 .للَعتراض



 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui litigasi adalah 

bagian dari kewenangan Pengadilan Agama berdasarkan putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Bentuk litigasi merupakan 

semata-mata hanya sebagai jalan terakhir (ultimatum remedium) setelah 

alternatif non litigasi dinilai tidak membuahkan hasil dalam proses 

penyelesaian sengketa.
1
 Salah satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah 

di Pengadilan Agama adalah dengan mengajukan gugatan sederhana 

sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Gugatan sederhana (small claim 

court) merupakan gugatan dalam bidang hukum perdata dengan nilai 

materil gugatan paling banyak sekitar Rp 200.000.000 (dua ratus juta) 

yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (simple 

procedure and evidentiary).
2
 

Nilai materil gugatan yang awalnya Rp. 200.000.000 (dua ratus 

juta rupiah) yang ada pada Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

                                                           
1
 Muhamad Noor, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta, “PENYELESAIAN GUGATAN 

SEDERHANA DI PENGADILAN ( SMALL CLAIM COURT ) BERDASARKAN 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 Muhamad Noor” 11 (2020): 

53–66. 
2
 Fikri Nurfauzi Febrianto et al., “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta,” 

2020. 
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Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 3 Perma 14 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelesain Perkara Ekonomi Syariah, dirubah 

menjadi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada Perma Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Berdasarkan Perma diatas maka hakim hanya dapat memutus perkara yang 

nilai gugatannya tidak melebihi Rp. 500.000.000 berdasarkan Peraturan 

Mahkamah Agung terbaru yang ada.  

Sistem peradilan sederhana walaupun secara normatif dan 

substansinya bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak 

yang bersengketa, juga memiliki kekurangan atau kendala dalam 

praktiknya. Pengadilan litigasi dianggap oleh beberapa pihak tidak efektif 

maupun efisien dikarenakan dapat memberikan dampak pada aktiviitas 

bisnis para pihak yang bersengketa. Hal ini dikarenakan bahwa proses 

beracara pada pengadilan melewati prosedur yang sudah memiliki standar 

dan tidak boleh dilewati.
3
 Padahal pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 

bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
4
 

Hal ini berarti pengadilan harus  menjadi jalan keluar yang efektif dan 

efisien bagi para  pihak yang hendak menyelesaikan perkaranya. 

Putusan hakim tidak selalu dapat diterima oleh para pihak yang 

bersengketa. Ini berarti putusan tersebut dirasa tidak menguntungkan oleh 

                                                           
3
 Febrianto et al. 

4
 Pasal  2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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salah satu pihak yang bersengketa. Karena bagaimanapun putusan hakim 

tidak terlepas dari kesalahan, kelalaian, kekhilafan baik secara teknis 

ketika memutus ataupun terhadap materi yang digunakan atau diterapkan 

dalam beracara hingga keluarnya sebuah putusan. Maka dari itu para pihak 

diperkenankan untuk melakukan upaya hukum yang sesuai berdasarkan 

undang-undang.
5
 Upaya hukum pada gugatan sederhana hanyalah 

keberatan yang dijelaskan pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Perma Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Pada 

Pasal 21 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2015 menjelaskan bahwa upaya 

hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan. 

Kemudian pada Pasal 22 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan bahwa pengajuan 

keberatan maksimal adalah 7 (tujuh) hari setelah putusan gugatan 

sederhana diberitahukan. Berbeda dengan upaya hukum banding, yang 

dimana diberi waktu 14 hari untuk mengajukan, upaya hukum keberatan 

ini memiliki waktu yang lebih singkat dibandingnkan dengan upaya 

hukum banding. Berdasarkan batas waktu pengajuan keberatan yang telah 

ditetapkan oleh Perma Nomor 2 Tahun 2015 ini apakah efektif untuk 

dilakukan oleh pihak yang dikalahkan.  

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif 

adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa 

                                                           
5
 Ityana Zena Mumtaza,"Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Purbalingga(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)” (Fakultas 

Hukum Universutas Islam Sultan Agung Semarang ,2016). 
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hasil;berhasil guna, mulai berlaku.
6
 Sedangkan Soerjono Soekanto 

mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat 

mencapai tujuannya. Sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat 

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya 

dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi 

perilaku hukum.
7
 Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan 

efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang 

diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan 

tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau 

peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. 

Pada Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Perkara Ekonomi Syariah, tidak megatur mengenai upaya hukum yang 

dapat dilakukan ketika para pihak hendak mengajukan gugatan sederhana 

pada perkara ekonomi syariah. Pada Perma tersebut hanya menjelaskan 

mengenai tata cara pemeriksaan acara biasa dan tata cara penyelesaian 

sederhana. Ditambah lagi, Perma ini menjelaskan bahwa hakim yang 

menangani perkara ekonomi syariah atau yang dimaksud adalah hakim 

tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah 

bersertifikasi hakim ekonomi syariah.  

Efektivitas hukum dapat diketahui melalui bagaimana peraturan itu 

sendiri diterapakan oleh para penegak hukum serta bagaimana respon 

                                                           
6
 https://kbbi.web.id/efektuf.html  

7
 Bahtiar,Gladys Valentina. "Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana di Dalam Peraturan Daerah No 

16  Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Dalam Upaya Penanggulangan 

Pengemis di Kabuppaten Banyumas(Universitas Atma Jaya Jogjakarta,2018)". 

https://kbbi.web.id/efektuf.html
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masyarakat terhadap peraturan yang ada. Penulis hendak meneliti 

mengenai efektivitas dikarenakan ingin mengetahui bagaimana Pasal 21 

hingga Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengenai upaya 

hukum keberatan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah ini diterapkan 

oleh penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Jember dan 

bagaimana Peraturan ini direspon oleh masyarakat sebagai jawaban 

apakah Peraturan yang dimaksud sudah efektif untuk dilakukan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis hendak meneliti mengenai 

efektivitas upaya hukum keberatan pada Putusan sengekta ekonomi 

syariah yang berfokus di Pengadilan Agama Jember untuk mengetahui 

bagaimana upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah diterapkan 

apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan apakah upaya 

hukum keberatan sudah efektif untuk dilakukan berdasarkan putusan 

keberatan yang ada di Pengadilan Agama Jember.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana efektivitas hukum dalam upaya hukum keberatan gugatan 

sederhana pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Jember? 

2. Apa kendala upaya hukum keberatan gugatan sederhana perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember? 
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C. Tujuan  Penelitian 

1. Mengetahui efektivitas hukum dalam upaya hukum keberatan gugatan 

sederhana pada putusan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

Jember 

2. Mengetahui kendala upaya hukum keberatan gugatan sederhana 

perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemanfaatan untuk 

memperluas dan menambah lagi khazanah ilmu pengetahuan yang 

berkaitan dengan efektivitas upaya hukum keberatan pada putusan 

perkara ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan referensi atau acuan peneliti selanjutnya yang memiliki tema 

yang sama dengan penelitian ini yaitu efektivitas upaya hukum 

keberatan pada putusan sengketa ekonomi syariah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengadilan Agama 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

saran atau masukan kepada seluruh civitas Pengadilan Agama 

Jember khususnya, ketika mendapati upaya hukum keberatan pada 

perkara ekonomi syariah yang diajukan para pihak. 

b. Bagi Masyarakat 
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Dari hasil penelitian ini diharapkan masyarakat yang 

hendak mengajukan keberatan mengetahui bagaimana 

kefektivitasan upaya hukum keberatan yang akan diajukan itu. 

Apakah pihak yang dikalahakan dapat mencapai tujuannya yaitu 

mendapat keadilan yang seadil-adilnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian 

selanjutnya sudah memiliki wawasan serta gambaran apabila 

menggunakan judul penelitian tentang efektivitas upaya hukum 

keberatan pada perkara ekonomi syariah. 

E. Sistematika Penulisan 

Peneliti memaparkan pembahasan sebagai gambaran umum atau 

interpretasi penelitian penulis agar penyusunan skripsi ini lebih terfokus 

dan sistematis. Hasil penelitian ini dipaparkan dalam lima bab dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut : 

Pada Bab Pertama, menjelaskan mengenai latar belakang yang 

akan menggambarkan alasan kenapa penulis memilih judul ini untuk 

diteliti, rumusan masalah yang memaparkan mengenai permasalahan yang 

hendak diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

pembahasan 

Pada Bab Kedua, hendak menguraikan mengenai penelitian yang 

terdahulu dilakukan oleh peneliti sebelumnya untuk menjamin keaslian 



 
 

8 
 

penelitian dan kerangka teori yang menjadi alat analisis didalam 

penelitian. 

Pada Bab Ketiga, memaparkan mengenai metodologi penelitian 

yang hendak digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini 

menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Metode penelitian terdiri 

dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis atau 

pengolahan data. 

Pada Bab Keempat, akan memaparkan mengenai hasil dan 

pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan. Serta akan 

menjelasakan mengenai analisis data baik primer maupun sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

Pada Bab Kelima, menguraikan mengenai kesimpulan dan saran 

dari penelitian yang sudah dilakukan. Didalam kesimpulan memaparkan 

mengenai inti jawaban dari rumusan masalah yang sudah diterapkan 

sebelumnya. Kemudian saran memaparkan mengenai masukan atau usulan 

bagi para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini dan memiliki 

kewenangan terhadap penelitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada bagian ini penulis akan menguraikan beberapa penelitian 

terdahulu sebagai berikut  : 

1. Skripsi ini ditulis oleh Ityana Zena Mumtaza dengan judul 

“Penerapan Upaya Hukum Keberatan dalam Perkara 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga (Studi 

Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 

3/Pdt.G.S/2022/PAPbg)”.
8
 Fakultas Hukum Universitas 

Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang  

Membahas mengenai tata cara penyelesaian upaya hukum 

keberatan dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

dan penerapan upaya hukum keberatan dalam perkara ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama Purbalingga dalam Putusan 

Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg. Penelitian ini menggunakan 

metode penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan 

memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara 

terjun langsung ke lapangan.  

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa tata cara 

pelaksanaan keberatan sudah sesuai dengan Perma Nomor 14 

                                                           
8
 Ityana Zena Mumtaza,"Penerapan Upaya Hukum Keberatan Dalam Perkara Ekonomi Syariah di 

Pengadilan Agama Purbalingga(Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg)” (Fakultas 

Hukum Universutas Islam Sultan Agung Semarang ,2016).” 
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Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 

4 Tahun 2019  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana. Kemudian penerapan upaya hukum keberatan 

dalam perkara ekonomi syariah studi kasus putusan nomor 

3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg di Pengadilan Agama Purbalingga 

telah sesuai dengan Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata 

Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah dan Perma Nomor 

2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 2019  tentang  

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Kemudian 

menjelaskan mengenai pertimbangan hakim pada putusan 

nomor 3/Pdt.G.S/2022/PA.Pbg sesuai dengan  Perma Nomor 2 

Tahun 2015 tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan 

pada Pasal 26 ayat (2). 

 Perbedaan dan pembaharuan dengan penelitian penulis 

adalah terletak pada pembahasan. Penulis membahas mengenai 

efektivitas upaya hukum keberatan sedangkan pada penelitian 

terdahulu tersebut menjelaskan mengenai penerapan upaya 

hukumnya saja tanpa membahas mengenai efektivitas upaya 

hukum keberatan. Penulis menjelaskan mengenai efektivitas 

upaya hukum keberatan menggunakan teori efektivitas menurut 

Soerjono Soekanto. Perbedaan selanjutnya adalah obyek 

penelitian yang berbeda. Penulis meneliti putusan di 
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Pengadilan Agama Jember sedangkan obyek penelitian 

terdahulu pada putusan yang ada di Pengadilan Agama 

Purbalingga.  

Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian penulis adalah menjelaskan mengenai bagaimana 

upaya hukum diterapkan berdasarkan Perma Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah 

dan Perma Nomor 2 Tahun 2015 juncto Perma Nomor 4 Tahun 

2019  tentang  Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Kemudian keduanya sama-sama meneliti putusan dengan 

perkara ekonomi syariah 

2. Jurnal ini ditulis oleh Fikri Nurfauzi Febrianto dengan 

judul “Efektivitas  Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri 

Surakarta”
9
 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta 

membahas mengenai kendala dalam pelaksanaan gugatan 

sederhana di Pengadilan Negeri Surakarta dan upaya yang 

dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam 

menerapkan efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak. 

penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. 

Hasil pembahasan penelitian ini adalah mengenai kendala 

dalam pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri 

                                                           
9
 Febrianto et al., “Efektivitas Gugatan Sederhana Di Pengadilan Negeri Surakarta.” 
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Surakarta, terdapat kendala yang ditemukan yaitu tidak ada 

pengaturan eksekusi yang dijelaskan di Perma Nomor 2 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 

Kemudian juga membahas mengenai upaya yang dilakukan 

oleh pihak Pengadilan Negeri Surakarta dalam menerapkan 

efektivitas gugatan sederhana untuk para pihak, berdasarkan 

wawancara oleh pihak panitera menjelaskan bahwa Pengadilan 

Negeri dalam menetapkan efektivitas gugatan sederhana harus 

ditingkatkan mengenai sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

ketentuan gugatan sederhana dalam hal ini yang sering terjadi 

adalah sengketa perdata. 

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian 

terdahulu menjelaskan mengenai efektivitas gugatan sederhana 

sedangkan penulis meneliti mengenai efektivitas putusan kedua 

dari gugatan sederhana yaitu upaya hukum keberatan. 

Perbedaan selanjutnya adalah penelitian terdahulu meneliti 

mengenai perkara perdata yang ada di Pengadilan Negeri, 

sedangkan penulis meneliti mengenai upaya hukum keberatan 

pada perkara ekonomi syariah di  Pengadian Agama dimana 

perbedaan terletak pada kompetensi pengadilan yang berbeda 

dimana perkara perdata ekonomi  syariah menjadi kewenangan 

Pengadilan Agama berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 93/PUU-X/2012. Sedangkan persamaan dengan 
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penelitian terdahulu ialah sama-sama menjelaskan mengenai 

efektivitas peraturan yang diterapkan di Pengadilan.  

3. Skripsi yang ditulis oleh Reza Agung Priambudi yang 

berjudul “Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan 

Sederhana (Small Claim Court) (Studi Putusan Nomor 

2/Pdt.G.S/2017/PN.Bms)”.
10

 

 Skripsi ini membahas mengenai pihak yang mengajukan 

keberatan karena dalam perkara tersebut tidak puas dengan 

putusan gugatan sederhana. Penelitian ini  menggunakan 

metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa hakim menolak upaya hukum keberatan dari pemohon 

keberatan karena tidak memenuhi syarat materil mengajukan 

upaya hukum keberatan sesuai dengan Perma Normor 2 Tahun 

2015.  

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai pertimbangan 

hakim yang menolak upaya hukum keberatan yang diajukan 

oleh pihak yang dikalahkan, sedangkan penelitian penulis 

membahas mengenai efektivitas upaya hukum keberatan. 

perbedaannya ialah penelitian sebelumnya menganalisis 

pertimbangan hakim dalam memutus upaya keberatan 

sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas 

                                                           
10

 Reza Agung Priambudi., “Upaya Hukum Keberatan Dalam Gugatan Sederhana (Small Claim 

Court)(Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2017/PN.Bms),”(Universitas Jenderal Soedirman,2017): 

2–3. 
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upaya hukum keberatan berdasarkan teori efektivitas hukum 

oleh Soerjono Soekanto. Perbedaan yang lain adalah mengenai 

jenis perkara yang diteliti. Penelitian sebelumnya meneliti 

mengenai putusan yang ada di Pengadilan Negeri sedangkan 

penelitian penulis meneliti mengenai perkara ekonomi syariah 

yang ada pada putusan Pengadilan Agama 

4. Jurnal yang ditulis oleh Firdaus Syafaat dengan judul 

“Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) di 

Pengadilan Negeri Stabat”.
11

 

Penelitian ini membahas mengenai penerapan gugatan 

sederhana di Pengadilan Negeri Stabat dan efektivitas gugatan 

sederhana perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Stabat. 

Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan data kuantitas 

perkara gugatan sederhana  di Pengadilan Negeri Stabat tahun 

2019-2020, kemudian penjelasan mengenai ketentuan PERMA 

Nomor 5 Tahun 2019 dan terdapat  kriteria untuk mengukur 

efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu kriteria jenis 

perkara dalam Gugatan Sederhana dimana kriteria di 

Pengadilan Negeri Stabat adalah wanprestasi, dan tuntutan 

tidak melebihi 500jt batasan waktu penyelesaian perkara 

Gugatan Sederhana dimana terdapat  perkara yang diputus 

melebihi 25 hari. 

                                                           
11

 Firdaus Syafaat, “Penyelesaian Gugatan Sederhana ( Small Claim Court ) Di Pengadilan Negeri 

Stabat” 5 (2021): 96–107. 
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Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah 

peneliti sebelumnya membahas mengenai bagaimana gugatan 

sederhana dilaksanakan atau diterapkan sedangkan penulis 

meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan dimana 

ini adalah putusan kedua setelah putusan gugatan sederhana. 

Perbedaan yang lain adalah penulis meneliti mengenai perkara 

ekonomi  syariah sedangkan peneliti sebelumnya meneliti 

tentang perkara perdata yang ada pada Pengadilan Negeri. 

Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama meneliti mengenai bagaimana 

peraturan diterapkan atau dilaksanakan di lembaga Pengadilan. 

5. Jurnal yang ditulis oleh Hasanuddin Muhammad dengan 

judul “Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa 

Ekonomi Syariah di Peradilan Agama”
12

 Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung 

Membahas mengenai analisis peneliti yaitu bagaimana 

kedudukan Perma dalam hukum Indonesiadan penjelasan 

mengenai konsep peradilan efektif dan efisien. Efektif dan 

efisiensi dalam penelitian tersebut mengacu kepada asas 

peradilan cepat sederhana dan biaya ringan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Secara keseluruhan 

peneliti sebelumnya menjelaskan mengenai bagaimana Perma 

                                                           
12

 Hasanuddin Muhammad et al., “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syariah Di Peradilan Agama,” 2020. 
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Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah bahwa pada Perma tersebut menurut penulis 

terdapat bagaimana asas cepat, sederhana dan biaya ringan 

dapat tercapai seperti adanya akses gugatan sederhana, 

sertifikasi hakim ekonomi syariah, serta tersedianya akses 

gugatan elektronik dan bantuan teknologi. 

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah peneliti 

sebelumnya membahas mengenai efektifitas dan efisiensi 

penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama 

sedangkan penelitian penulis membahas mengenai efektivitas 

upaya hukum keberatan perkara ekonomi syariah. Efektivitas 

yang dimaksud berbeda peneliti sebelumnya berbeda dengan 

yang dimaksud penulis. Efektivitas yang dimaksud oleh penulis 

adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh 

Soerjono Soekanto sedangkan efektivitas yang dimaksud 

peneliti sebelumnya adalah menurut Agung Riyadi yaitu 

sebatas menjelaskan bahwa efektivitas adalah keadaan bekerja 

sesuai dengan aturan dengan memberikan efek dan hasil. 

Sedangkan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian 

penulis adalah sama-sama menggunakan dasar hukum Perma 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara 

Ekonomi Syariah.  
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Tabel 2.1 

Perbedaan dan Persamaan Penelitian 

No

. 

Nama 

Peneliti 

Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. \

1

.

 

1

.

 

1

\ 

Ityana Zena 

Mumtaza 

 

 

 

 

Penerapan Upaya 

Hukum Keberatan 

dalam Perkara 

Ekonomi Syariah 

di Pengadilan 

Agama 

Purbalingga (Studi 

Kasus Putusan 

Pengadilan Agama 

Purbalingga Nomor 

3/Pdt.G.S/2022/PA

Pbg 

menjelaskan 

mengenai bagaimana 

upaya hukum 

diterapkan 

berdasarkan Perma 

Nomor 14 Tahun 

2016 tentang Tata 

Cara Penyelesaian 

Perkara Ekonomi 

Syariah dan Perma 

Nomor 2 Tahun 

2015 juncto Perma 

Nomor 4 Tahun 

2019 tentang  Tata 

Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana. 

Kemudian keduanya 

sama sama meneliti 

putusan dengan 

perkara ekonomi 

syariah 

 

 

- Penulis membahas 

mengenai 

efektivitas upaya 

hukum keberatan 

sedangkan pada 

penelitian 

terdahulu tersebut 

menjelaskan 

mengenai 

penerapan upaya 

hukumnya saja 

tanpa membahas 

mengenai 

efektivitas upaya 

hukum keberatan. 

- Penulis 

menjelaskan 

mengenai 

efektivitas upaya 

hukum keberatan 

menggunakan 

teori efektivitas 

menurut Soerjono 

Soekanto. 

- Perbedaan 

selanjutnya adalah 

obyek penelitian 

yang berbeda. 

Penulis meneliti 

putusan di 

Pengadilan Agama 

Jember sedangkan 

obyek penelitian 

terdahulu pada 

putusan yang ada 

di Pengadilan 

Agama 

Purbalingga.  
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2.  Fikri 

Nurfauzi 

Febrianto 

Efektivitas  

Gugatan Sederhana 

di Pengadilan 

Negeri Surakarta 

persamaan dengan 

penelitian terdahulu 

ialah sama-sama 

menjelaskan 

mengenai bagaimana 

efektivitas peraturan 

yang diterapkan di 

Pengadilan.  

 

- Perbedaan dengan 

penelitian penulis 

adalah penelitian 

terdahulu 

menjelaskan 

mengenai 

efektivitas gugatan 

sederhana 

sedangkan penulis 

meneliti mengenai 

efektivitas putusan 

kedua dari gugatan 

sederhana yaitu 

upaya hukum 

keberatan. 

- Perbedaan 

selanjutnya adalah 

penelitian 

terdahulu meneliti 

mengenai perkara 

perdata yang ada di 

Pengadilan Negeri, 

sedangkan penulis 

meneliti mengenai 

upaya hukum 

keberatan pada 

perkara ekonomi 

syariah di  

Pengadian Agama  

 

 

3. Reza Agung 

Priambudi 

Upaya Hukum 

Keberatan Dalam 

Gugatan Sederhana 

(Small Claim 

Court)(Studi 

Putusan Nomor 

2/Pdt.G.S/2017/PN

.Bms) 

- Sama-sama 

membahas 

mengenai upaya 

hukum keberatan 

- Menggunakan 

dasar hukum 

yang sama yaitu 

Perma Nomor 2 

Tahun 2015 

tentang Tata Cara 

Penyelesaian 

Gugatan 

Sederhana 

- perbedaannya 

ialah penelitian 

sebelumnya 

menganalisis 

pertimbangan 

hakim dalam 

memutus upaya 

keberatan 

sedangkan 

penelitian penulis 

membahas 

mengenai 

efektivitas upaya 
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hukum keberatan 

berdasarkan teori 

efektivitas hukum 

oleh Soerjono 

Soekanto. 

- Perbedaan yang 

lain adalah 

mengenai jenis 

perkara yang 

diteliti. Penelitian 

sebelumnya 

meneliti mengenai 

putusan yang ada 

di Pengadilan 

Negeri sedangkan 

penelitian penulis 

meneliti mengenai 

perkara ekonomi 

syariah yang ada 

pada putusan 

Pengadilan Agama 

 

4. Firdaus 

Syafaat 

Penyelesaian 

Gugatan Sederhana 

(Small Claim 

Court) di 

Pengadilan Negeri 

Stabat 

- Sedangkan 

persamaan 

penelitian 

sebelumnya 

dengan penelitian 

penulis adalah 

sama-sama 

meneliti 

mengenai 

bagaimana 

peraturan 

diterapkan atau 

dilaksanakan di 

lembaga 

Pengadilan. 

- Menggunakan 

dasar hukum 

yang sama yaitu 

Perma Nomor 2 

Tahun 2015 

tentang Tata Cara 

Penyelesaian 

Gugatan 

Sederhana 

- peneliti 

sebelumnya 

membahas 

mengenai 

bagaimana 

gugatan 

sederhana 

dilaksanakan atau 

diterapkan 

sedangkan 

penulis meneliti 

mengenai 

efektivitas upaya 

hukum keberatan 

dimana ini adalah 

putusan kedua 

setelah putusan 

gugatan 

sederhana. 

- Perbedaan yang 

lain adalah 

penulis meneliti 

mengenai perkara 

ekonomi  syariah 
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 sedangkan 

peneliti 

sebelumnya 

meneliti tentang 

perkara perdata 

yang ada pada 

Pengadilan 

Negeri.  

5. Hasanuddin 

Muhammad 

Efektivitas dan 

Efisiensi 

Penyelesaian 

Sengketa Ekonomi 

Syariah di 

Peradilan Agama 

- sama-sama 

menggunakan 

dasar hukum 

Perma Nomor 14 

Tahun 2016 

tentang Tata Cara 

Penyelesaian 

Perkara Ekonomi 

Syariah. 

- Pembahasan 

mengenai 

efektivitas  

 

 

- peneliti 

sebelumnya 

membahas 

mengenai 

efektifitas dan 

efisiensi 

penyelesaian 

sengketa ekonomi 

syariah di 

Pengadilan Agama 

sedangkan 

penelitian penulis 

membahas 

mengenai 

efektivitas upaya 

hukum keberatan 

perkara ekonomi 

syariah. 

 

Berdasarkan kelima penelitian terdahulu tersebut, penelitian 

penulis dengan judul “Efektivitas Upaya Hukum Keberatan Pada Putusan 

Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember” merupakan 

penelitian yang membahas mengenai bagaimana efektivitas upaya hukum 

keberatan yang ada pada Pasal 21 hingga Pasal 30 Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana, dengan jenis perkara ekonomi syariah sesuai dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Perkara Ekonomi Syariah, yang dilihat berdasarkan putusan atau 
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penetapan keberatan yang diputus di Pengadilan Agama Jember serta 

berdasarkan wawancara dengan para civitas Pengadilan Agama Jember 

seperti Hakim atau Panitera. Efektivitas yang dimaksud adalah teori 

efektivitas menurut Soerjono Soekanto. Penulis berkesimpulan bahwa 

perbedaan dan pembaharuan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya terletak pada pembahasan efektivitas upaya hukum keberatan. 

Rata-rata penelitian sebelumnya meneliti mengenai putusan pertamanya 

yaitu gugatan sederhana. 

B. Kerangka Teori 

1. Teori Efektivitas Hukum 

a) Pengertian Efektivitas 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

efektif adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 

dapat membawa hasil;berhasil guna, mulai berlaku.
13

 Berbicara 

tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan 

keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah 

unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun 

program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun 

sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian 

juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika 

                                                           
13

 https://kbbi.web.id/efektuf.html  

https://kbbi.web.id/efektuf.html
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kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat 

kebijakan. 

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti 

“keefektifa-an” pengaruh atau efek keberhasilan, atau 

kemanjuran/kemujaraban. Dengan kata lain efektivitas berarti 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau 

dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses 

kegiatan.  

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas 

adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab 

dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran 

yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, 

maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. 

Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan 

“Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang 

direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, 

waktu dan jumlah personil yang ditentukan”. Dari pengertian 

diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran 

yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu 

target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.
14
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 Melda Suryaningsih, “Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 

2016 Tentang Pengendalian Pembangunan Hotel di Kota Yogyakarta” (Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, 2018). 
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Pendapat lain juga dikemukakan oleh Agung Kurniawan 

bahwa efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, 

fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu 

organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau 

ketegangan diantara pelaksanaanya.  

Pengertian efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa 

efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat 

dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki 

dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan 

efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau 

diharapkan. Tingkat efektivitas dapat dikukur dengan 

membandingkan antara rencana atau target yang telah 

ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil 

pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika 

usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai 

dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan 

tidak efektif. 

b) Efektivitas Hukum  

Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto 

adalah sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap 

tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang 

dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga 

menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada 
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yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku 

yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah 

induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak 

yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai 

tujuan tertentu.
15

 

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat 

diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah 

hukum berhasil atau gagal mencapai tujuanya, maka hal itu 

biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur 

sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan 

tujuannya atau tidak. Efektivitas hukum artinya efektivitas 

hukum akan disoroti dari tujuan  yang ingin dicapai, yakni 

efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan 

agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah 

dengan mencantumkan sanksi sanksinya. Sanksi-sanksi 

tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang 

maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia 

tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan 

yang terpuji. 

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi 

agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau 

perilaku manusia. Kondisikondisi yang harus ada adalah antara 
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 SIregar Fitriani "Efektivitas Hukum,” n.d., 1–16. 
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lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi 

hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap 

merupakan suatu kesiapan mental sehingga seseorang 

mempunyai kecendurangan untuk memberikan pandangan yang 

baik atau buruk, yang kemudian terwujud di dalam perilaku 

nyata. Apabila yang dikomunikasikan tidak bisa menjangkau 

masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran 

komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. 

Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau 

bahkan mempunyai pengaruh yang negatif. Hal itu disebabkan 

oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan  

dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustasi, tekanan, 

atau bahkan konflik. 

Faktor yang banyak mempengaruhi efektifitas suatu 

perundang-undangan pada umumnya adalah profesional dan 

optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para 

penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang 

dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan 

perundang undangan tersebut. 

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum 

terdiri dari elemen struktur hukum (legal structure), substansi 

hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).  

Selanjutnya, sistem hukum (legal system) adalah sebuah 
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kesatuan antara peraturan pokok atau primer yang menjadi 

norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang merupakan 

norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan tersbeut 

valid dan bisa diterapkan atau tidak.  

Komponen atau faktor dari sistem hukum sesuai Teori 

sistem hukum Lawrence M. Friedman  sebagai berikut
16

 : 

1) Struktur Hukum 

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang dimana 

menopang tegaknya sebuah sistem hukum. Bagian ini 

berkesinambungan dengan tatanan hukum, lembaga-

lembaga hukum, aparat penegak hukum serta 

wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta 

kinerja mereka didalam melaksanakan dan penegakan 

hukum. Struktur hukum yang tidak bisa menggerakkan 

sistem hukum akan menyebabkan ketidakpathuan 

terhadap hukum. Hal ini memberikan suatu pengaruh 

terhadap budaya hukum masyarakat. 

2) Substansi Hukum 

Substansi hukum merupakan keseluruhan peraturan 

atau hukum baik yang tertulis maupun tidak. Termasuk 

juga sebuah asas dan norma hukum serta putusan 

pengadilan yang dijadikan pegangan oleh kelompok 
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masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem 

hukum.  

3) Budaya Hukum 

Budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, 

pendapat, dan perilaku anggota masyarakat  didalam 

penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, 

pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap 

sebuah peraturan atau hukum yang diberlakukan 

terhadap mereka. Budaya hukum menjadi bagian dari 

sistem hukum menghendaki sebuauh peraturan atau 

hukum tidak hanya dipandang sebagai sebuah rumusan 

aturan diatas kertas, akan tetapi juga dipahamu sebagai 

realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat 

diartikan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor non hukum seperti nilai-nilai, dan pandangan 

masyarakat terhadap hukum yang diterapkan. 

2. Upaya Hukum Keberatan 

Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah dengan 

mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan 

dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera 

disertai alasan-alasannya.  

Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari 

setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. 
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Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan 

mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di 

kepaniteraan. Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas 

waktu pengajuan dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan 

ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.
17

 

Kepaniteraan menerirna dan merneriksa kelengkapan berkas 

permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan. Kontra 

memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan 

mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan. 

Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan 

kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak 

permohonan diterima oleh Pengadilan. Kontra memori keberatan 

disarnpaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah 

pemberitahuan keberatan. 

Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa 

dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari 

setelah permohonan dinyatakan lengkap. Pemeriksaan keberatan 

dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang 

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. 

Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan 

pemeriksaan 

keberatan. Perneriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :  
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a) putusan dan berkas gugatan sederhana; 

b) permohonan keberatan dan mernori keberatan; dan 

c) kontra mernori keberatan.  

Dalam perneriksaan keberatan tidak dilakukan perneriksaan 

tambahan 

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 

(tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim. 

Pernberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak 

paling lambat 3 hari sejak diucapkan. Putusan keberatan berkekuatan 

hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan. Putusan 

keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum 

banding, kasasi atau peninjauan kembali. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian 

yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat 

keadaan ril atau fakta yang ada di lapangan kemudian dianalisis dengan 

menggunakan perundang-undangan yang ada.  

Penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis 

ingin meneliti mengenai efektivitas upaya hukum keberatan yang 

diterapkan atau dilaksanakan dengan terjun langsung ke lapangan yaitu di 

Pengadilan Agama Jember. Peneliti terjun langsung ke lapangan dengan 

tujuan untuk mengetahui apakah upaya hukum keberatan yang diterapkan 

sudah sesuai dengan peraturan yang ada. 

B. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan yuridis sosiologis, merupakan pendekatan yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris yaitu dengan 

melakukan observasi ke obyek penelitian. Dalam pendekatan yuridis-

sosiologis, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang ada di 

lapangan dengan cara menghubungkan dengan Undang-Undang. 
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Penulis menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis dikarenakan ingin 

mengetahui bagaimana efektivitas upaya hukum keberatan pada perkara 

ekonomi  syariah ini diterapkan di Pengadilan Agama Jember. Peraturan 

yang dimaksud adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah. 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat atau titik dimana keadaan dan 

situasi tersebut hendak diteliti.
18

 Dalam penelitian ini peneliti memilih 

lokasi untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jember yang 

terletak di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota 

Jember, Jawa Timur 65126 

D. Sumber Data 

Sumber data yang dipakai dalam penyusunan pada penelitian ini 

diantaranya ialah sebagai berikut : 

1. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang didapat secara 

langsung dari sumber pertama yaitu diperoleh melalui 

wawancara hakim atau panitera untuk mengetahui bagaimana 

upaya hukum keberatan ini diterapkan di Pengadilan Agama 
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 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D(Bandung: Alfabeta, 2017), 399. 
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Jember. Data primer ini akan diproleh dari informan para 

Hakim dan/atau Panitera di Pengadilan Agama Jember. 

Selanjutnya setelah data terkumpul akan digabungkan dan 

dianalisis menggunakan teori hukum yang berkaitan dengan 

penelitian. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang didapat melalui 

dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, yang berkaitan 

dengan tema penelitian. Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan sumber data sekunder yang berupa buku-buku, 

jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang 

sesuai tema penelitian penulis. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara dan dokumentasi, dijelaskan sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Wawancara merupakan meyode yang dianggap lebih efektif 

dilakukan yang dimana hasil wawancara akan digunakan 

sebagai data primer di lapangan.
19

 Penanya dapat bertatap 

langsung dengan responden sehingga informasi yang didapat 

akurat. 
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Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara 

secara langsung kepada para hakim dan panitera di Pengadilan 

Agama Jember. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan 

pengetahuan hakim dan panitera terkait upaya hukum keberatan 

berdasarkan putusan yang diputus dan undang-undang. 

b) Studi Dokumentasi 

Studi dokumen adalah mengkaji informasi terkait hukum 

yang tidak dipublikasikan secara umum akan tetapi dapat 

diketahui oleh pihak tertentu. Dalam metode ini, peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi yaitu dengan 

mengumpulkan data dokumentasi melalui sumber tertulis yaitu 

Putusan Pengadilan Agama Jember, buku dan foto dari hasil 

wawancara untuk mengetahui bagaimana efektivitas upaya 

hukum keberatan perkara ekonomi syariah di Pengadilan 

Agama Jember. 

F. Metode Pengolahan Data 

Metode pengolahan data adalah usaha yang dikerjakan didalam 

mengelola data yang telah didapatkan sebelumnya.
20

 Tahapan metode 

pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data (editing) 

Merupakan proses pemeriksaan data-data yang didapat ketika 

melakukan wawancara dan observasi yang dimana digunakan sebagai  
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Pembuktian kebenaran data yang dapat dipertanggungjawabkan 

nantinya. Serta memperbaiki data yang dirasa kurang atau ada data 

yang terlewatkan dalam penelitian. 

2. Klasifikasi (Clasifying) 

Klasifikasi merupakan pemisahan atau pemilahan data yang telah 

diperoleh dari narasumber dan disesuaikan dengan kebutuhan 

penelitian. 

3. Verifikasi (Vervying) 

Verifikasi merupakan proses pengecekan kembali data yang telah 

terkumpul kemudian disesuaikan dengan data yang ada di lapangan 

untuk memperoleh keabsahan. 

4. Analisis (Analyzing) 

Analisis merupakan tahap mencari dan pengumpulan informasi 

secara runtut dan sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan 

serta dokumentasi. 

5. Kesimpulan (Concluding) 

Kesimpulan merupakan tahap yang final, peneliti mempersempit 

atau menjelaskan secara singkat dalam memaparkan materi dengan 

kalimat yang teratur, konsisten, logis, dan tidak tumpang tindih agar 

pembaca mudah memahami. 

 



 
 

35 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jember 

Pengadilan Agama Jember beralamatkan pada Jalan Cendrawasih 

Nomor 27, Krajan, Jemberlor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, 

Jawa timur. Pengadilan Agama Jember merupakan Pengadilan Agama 

Kelas IA yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya yang dibentuk dan berdiri secara kelembagaan bersamaan 

dengan berdirinya Pengadilan Agama lain. 

Gambar  4.1 

 

 

 

 

 

 

 

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
21

 menjelaskan 

bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
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dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. 

Visi dan Misi Pengadilan Agama Jember diantaranya ialah : 

1. Visi : Terwujudnya Agama Jember yang Agung 

2. Misi :  

a) Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama 

Jember 

b) Mewujudkan Manajemen Pengadilan Agama Jember Yang 

Modern 

c) Meningkatkan Aksebilitas Masyarakat Terhadap 

Pengadilan Agama Jember 

d) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengadilan 

Agama Jember Nilai-nilai ini diharapkan akan membentuk 

budaya organisasi dan menjadi pedoman perilaku warga 

badan peradilan.  

Nilai-nilai yang dimaksud adalah 

a) Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Integritas dan 

Kejujuran 

b) Akuntabilitas 

c) Responsibilitas 

d) Keterbukaan 

e) Ketidakberpihakan 
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f) Perlakuan yang sama dihadapan hukum 

B. Evektivitas Hukum Dalam Upaya Hukum Keberatan Gugatan 

Sederhana  pada Putusan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan 

Agama Jember 

Disebutkan diatas bahwa salah satu tugas pokok Pengadilan 

Agama adalah menyelesaikan perkara ekonomi syariah.  Menurut Perma 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi 

Syariah
22

, Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan 

oleh orang perorang, kelompok orang, badan jusaha yang berbadan hukum 

atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Sedangkan 

Prinsip syariah sendiri adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan 

ekonomi syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 

Di dalam Perma Nomor 14 Tahun 2016 mengenai penjelasan 

terkait tata cara pemeriksaan perkara yang dapat digunakan di dalam 

menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Ada dua jenis pemeriksaan yang 

dapat dilakukan ketika mendapati sengketa ekonomi syariah yaitu dengan 

acara biasa dan acara sederhana. Acara biasa pada perkara ekonomi 

syariah tidak jauh berbeda dengan perkara yang lainnya.  Sedangkan 

perkara ekonomi syariah dengan penyelesaian menggunakan acara 

sederhana mengacu terhadap Perma Gugatan Sederhana yaitu pada Perma 
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 Perma Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah 
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Nomor 4 Tahun 2019 jo. Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Seperti halnya nama peraturannya 

perkara sederhana, penyelesaiannya di sederhanakan dan dipersingkat 

waktu pemeriksaan hingga perkara putus yaitu hanya 25 (dua puluh lima) 

hari kerja dan memiliki satu upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan 

yang putusannya bersifat final dan mengikat. 

Begitu juga dengan Pengadilan Agama Jember juga terdapat 

perkara mengenai Gugatan Sederhana yang diajukan oleh para pihak yang 

bersengketa ekonomi syariah. Berdasarkan jumlah putusan pada laman 

direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
23

 pada perkara 

ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jember terhitung dari Tahun 2015 

hingga Tahun 2024 terdapat 30 (tiga puluh) putusan mengenai perkara 

ekonomi syariah. Dengan penjabaran 21 (dua puluh satu) perkara diputus 

dengan tata acara sederhana dan 9 (sembilan) perkara diputus dengan tata 

acara biasa.  

Yang menarik disini adalah acara biasa jumlah pengajuan 

perkaranya lebih sedikit dibanding dengan acara sederhana. Ini 

menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan 

sengketa melalui gugatan sederhana karena dirasa peradilan sederhana ini 

tidak memakan waktu  dan biaya yang banyak. Dari 21 (dua puluh satu) 

perkara gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Agama Jember, 

                                                           
23

 https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-

jember/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html  

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-jember/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html
https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/periode/tahunjenis/putus/pengadilan/pa-jember/kategori/ekonomi-syari-ah-1.html
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salah satu perkara yang diajukan upaya keberatan oleh para pihak adalah 

perkara dengan register nomor perkara Nomor 3/Pdt. G.S/2023/PA.Jr. 

Putusan upaya keberatan ini diputus pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 

bertepatan dengan tanggal 30 Dzulkaidah 1444 Hijriah. 

Berbeda dengan perkara biasa, gugatan sederhana hanya 

mempunyai satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yaitu 

upaya hukum keberatan. Berbeda dengan perkara biasa, yang memiliki 

upaya hukum biasa dan luar biasa. Upaya hukum biasa sejatinya adalah 

menangguhkan eksekusi. Contohnya seperti upaya hukum verzet, banding 

dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa pada dasarnya ialah tidak 

menangguhkan eksekusi, maka meskpiun diajukan sebuah perlawanan 

pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau peninjauan kembali, eksekusi 

akan berjalan terus.
24

 

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti  hendak meneliti mengenai 

efektivitas upaya hukum keberatan pada gugatan sederhana yang ada di 

Pengadilan Agama Jember. Soedikno Mertokusumo memiliki pendapat 

bahwa upaya hukum adalah alat untuk mencegah dan memperbaiki 

kekeliruan putusan yang telah diputuskan oleh majelis hakim. Sedangkan 

Retnowulan dan Iskandar memberi penjelasan mengenai upaya hukum 

sebagai suatu upaya yang diberikan kepada seseorang/badan hukum oleh 

undang-undang dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim. Definisi 

yang sama juga dikemukakan oleh Iskandar Oeripkartawinata, ia 

                                                           
24

 Aah Tsamrotul Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam 

dalam Risalah Qadha Umar bin Khatab. (Depok: Rajawali Pers, 2019), 172. 
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memaparkan bahwasannya upaya hukum adalah upaya yang diberikan 

oleh undang-undang kepada seseorang untuk melawan putusan hakim. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

upaya hukum adalah suatu cara atau mekanisme yang diberikan oleh 

undang-undang terhadap para pihak berperkara yang tidak puas atau 

keberatan atas putusan hakim.
25

 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektif 

adalah ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), dapat membawa 

hasil;berhasil guna, mulai berlaku.
26

 Berbicara tentang efektivitas, maka 

tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. 

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah 

ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu 

dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan 

pembuat kebijakan. 

Upaya hukum keberatan menurut Perma Nomor 2 Tahun 2015 

adalah  upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana. 
27

Hakim 

Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa Upaya hukum keberatan 

adalah upaya hukum dari putusan gugatan sederhana yaitu keberatan yang 
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 Satrio Alif Febriyanto., “Analisis Pelaksanaan Verzet Terhadap Putusan Verstek di Dalam 

Putusan Nomor 2/VZ/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Pbr Dengan  Yurisprudensi Surat Edaran Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1946,” no. 02 (2021): 20–37. 
26

 https://kbbi.web.id/efektuf.html  
27

 Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana 

https://kbbi.web.id/efektuf.html
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dimana harus diajukan perkara baru kembali akan tetapi dengan nomor 

register perkara yang sama tetapi yang memeriksa berbentuk majelis, 

berbeda dengan pemeriksaan gugatan sederhana yang diperiksa oleh 

hakim tunggal. Berbeda dengan perkara biasa, yang memiliki upaya 

hukum banding kemudian kasasi hingga peninjauan kembali. Upaya 

hukum keberatan adalah satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan 

oleh pihak yang merasa dikalahkan pada putusan pertamanya yaitu 

gugatan sederhana.  

Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan bahwa Pola 

pemeriksaan upaya hukum keberatan ini memiliki kesamaan dengan upaya 

hukum verzet (Perlawanan) pada perkara verstek. Perlawanan (Verzet) 

merupakan upaya hukum biasa yang dilakukan oleh para pihak yang 

mencari keadilan terhadap Pengadilan Agama yang berupa Putusan verstek 

yaitu putusan yang diberikan kepada pihak yang berperkara sebagai akibat 

dari ketidakhadiran para pihak tergugat atau termohon ketika pemeriksaan 

perkara meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.
28

 Persamaan 

dengan upaya hukum keberatan adalah upaya hukum verzet memiliki 

nomor register yang sama dan diajukan di Pengadilan yang sama juga, 

bukan diajukan di Pengadilan yang lain atau yang lebih tinggi begitu juga 

dengan upaya hukum keberatan.   
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 Zaidah Nur Rosidah and Lego Karjoko, “Orientasi Filosofis Hakim Pengadilan Agama Dalam 

Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 28, no. 1 (2021): 
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Berikut tabel mengenai perbedaan dan persamaan aspek pada 

upaya hukum keberatan, banding dan verstek : 

Tabel 4.1 

Perbedaan dan persamaan aspek  

pada upaya hukum keberatan, banding dan verstek 

Aspek Keberatan Banding Verstek 

Jenis acara Acara Sederhana Acara Biasa Acara Biasa 

Alamat para 

pihak 

Harus diketahui Tidak harus 

diketahui 

Tidak harus 

diketahui 

Domisili para 

pihak 

Penggugat dan 

Tergugat 

berdomisili di 

wilayah hukum 

yang sama 

Penggugat dan 

Tergugat tidak 

harus berdomisili 

di wilayah hukum 

yang sama 

Penggugat dan 

Tergugat tidak 

harus berdomisili 

di wilayah hukum 

yang sama 

Batas waktu 

pengajuan 

7 Hari  14 Hari  14 Hari 

Penyelesaian 

perkara 

Di Pengadilan 

yang sama 

(tingkat pertama) 

Pengadilan Tinggi Di Pengadilan 

yang sama 

(tingkat pertama) 

Jumlah para 

pihak 

Tidak boleh lebih 

dari 1(satu) 

Boleh lebih dari 

satu 

Boleh lebih dari 

satu 

 

Pada tabel diatas dapat diketahui persamaan antara upaya hukum 

keberatan dan verstek adalah keduanya sama-sama diajukan di dalam 

pengadilan yang sama yaitu pada tingkat pertama begitu juga putusan yang 

dikeluarkan adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat 

pertama yang mengadili perkara tersebut. Kemudian perbedaan antara 

upaya hukum keberatan dengan banding dan verstek adalah pada jenis 

acara, alamat para pihak, domisili para pihak, batas pengajuan, dan jumlah 

para pihak. 
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Timbul pertanyaan apakah peraturan mengenai upaya hukum 

keberatan ini sudah efektif untuk dilakukan. Mengingat bahwa perkara 

upaya hukum keberatan ini sangat jarang ditemukan di Pengadilan Agama. 

Panitera Pengadilan Agama Jember memberi penjelasan bahwa jarang atau 

sedikitnya para pihak melakukan pengajuan gugatan sederhana dan upaya 

hukum keberatan disebabkan dua kemungkinan, yang pertama adalah tidak 

ada sengketa dalam perjanjian ekonomi syariah yang dilakukan, kemudian 

yang kedua adalah para pihak belum faham secara jelas mengenai 

ekonomi syariah, karena masih banyak orang awam yang mengajukannya 

di Pengadilan Negeri, dengan jenis perkara mengarah pada Hukum 

Pidana.
29

 

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil 

tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni 

struktur hukum (structur of law), substansi hukum (substance of the law) 

dan budaya hukum (legal culture).
30

 Struktur hukum menyangkut aparat 

penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan 

dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut 

dalam suatu masyarakat. 

1. Substansi Hukum (Substance of The Law) 

Faktor yang pertama untuk mengukur efektivitas suatu 

peraturan adalah substansi hukum atau faktor peraturan itu 

sendiri. Peraturan yang dimaksud disini adalah hukum positif 
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 Moh. Hosen, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024) 
30

 Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum  Perspektif Ilmu Sosial. (Bandung; Nusa Media, 2009) 
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yang terdapat di Indonesia yaitu Undang-Undang hingga 

kebawah. Sedangkan undang-undang dalam arti materiel 

menurut Soerjono
31

 adalah peraturan yang berlaku umum dan 

dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Maka 

dari itu, undang-undang dalam materiel mencakup (1) 

Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau 

suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di 

sebagian wilayah negara. (2) Peraturan setempat yang hanya 

berlaku di suatu tempat atau daerah saja. 

Hukum berfungsi sebagai keadilann, kepastian dan 

kemanfaatan. Pada praktik penerapan sebuah hukum atau 

peraturan di lapangan ada kalanya terdapat pertentangan atau 

kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian 

hukum bersifat konkrit atau nyata, sedangkan keadilan bersifat 

abstrak sehingga ketika seorang hakim memutus perkara secara 

penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan 

itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan 

mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. 

Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut peraturan 

tertulis saja, melainkan ada peraturan yang hidup dalam 

masysarakat yang dapat mengatur kehidupan masyarakat.
32
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 Soerjono Soekanto, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Depok: Rajawali Press, 

2021), 
32

SIregar Fitriani "Efektivitas Hukum,” n.d., 1–16. 
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Peraturan yang hendak diteliti adalah peraturan mengenai 

upaya hukum keberatan itu sendiri, Upaya hukum keberatan 

tidak berdiri sendiri sehingga tidak mempunyai peraturan yang 

khusus akan tetapi keberatan bergantung kepada putusan yang 

pertama yaitu putusan Gugatan Sederhana. Gugatan Sederhana 

dan Upaya Hukum Keberatan dijelaskan pada Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana, selanjutnya Peraturan ini 

disebut dengan Perma Gugatan Sederhana. 

Perma merupakan peraturan perundang-undangan yang 

disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni Ketentuan 

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung
33

 yang mengatur “Mahkamah Agung dapat 

mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran 

penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum 

cukup diatur dalam undang-undang ini”. Ketentuan ini 

merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki 

Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, 

menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-

undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud 

ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945. 
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Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". 

Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun 

peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan 

yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara 

lainnya adalah konten peraturan untuk mengisi kekosongan 

hukum bagi penyelenggaraan peradilan. 

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur 

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat 

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya 

ringan".
34

 

Peraturan Mahkamah Agung ini memiliki kedudukan 

hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang 

dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 

7 Ayat (1) yang telah mengganti peraturan sebelumnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, didalam peraturan tersebut 
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 Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
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menguraikan mengenai Peraturan Mahkamah Agung memiliki 

kedudukan diluar hierarki peraturan perundang-undangan yang 

ada di Indonesia, kemudian dipertegas pada Pasal 8 Ayat (1) 

dan (2), bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini termasuk 

dalam jenis Peraturan Perundang-undangan yang diakui 

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
35

 

Peraturan Mahkamah Agung mengenai guagtan sederhana 

ini dibentuk pada Tahun 2015, dan Latar belakang lahirnya 

Perma ini untuk mengisi kekosongan hukum terkait dengan 

perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan 

keperdataan lainnya dimasyarakat yang menghendaki adanya 

prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat 

dan berbiaya ringan, khususnya dalam hubungan hukum yang 

bersifat sederhana. Sementara di sisi lain, Reglemen Indonesia 

yang Perbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum Acara untuk 

Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan lain yang 

menjadi sumber hukum acara, tidak membedakan prosedur 

acara  berdasarkan nilai objek gugatan maupun sederhana 

tidaknya pembuktian. Oleh karena itu Mahkamah Agung 

menerbitkan Perma tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana.
36
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  Budianto Eldis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia” VI, no. 3 (2018): 112–
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Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 

2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan 

Sederhana menjelaskan bahwa Upaya hukum terhadap putusan 

gugatan sederhana adalah dengan mengajukan keberatan. Lebih 

jelas lagi dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor  

2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 

2019 menjelaskan pada Pasal 1 Ketentuan Umum bahwasannya 

Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam 

gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 

menjelaskan secara gamblang mengenai definisi Upaya hukum 

keberatan ini, dilanjutkan mengenai tata cara bagaimana upaya 

hukum keberatan ini dilakukan berdasarkan peraturan yang 

berlaku. 

Mengenai berlakunnya sebuah undang-undang, ada 

beberapa asas yang bertujuan agar undang-undang tersebut 

mempunyai dampak yang positif. Ini artinya supaya peraturan 

atau undang-undang tersebut mencapai tujuannya. Asas-asas 

tersebut antara lain adalah (1) Undang-undang tidak berlaku 

surut; (2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang 

lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (3) 

Undang-undang yang bersifat kbhusus menyampingkan 

undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama 
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(4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan 

undang-undang yang berlaku terdahulu (5) Undang-undang 

tidak dapat diganggu gugat (6) Undang-undang merupakan 

suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan 

materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian 

ataupun pembaharuan (inovasi).
37

 

Bila asas-asas diatas diterapkan dalam peraturan upaya 

hukum keberatan yaitu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. 

Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian 

Gugatan Sederhana, maka pada asas ke enam yaitu Undang-

undang merupakan sarana untuk mencapai kesejahteraan 

spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi. Jelas 

bahwa upaya hukum keberatan ini adalah upaya yang bisa 

dilakukan oleh para pihak ketika mereka  menganggap bahwa 

ada yang salah dalam putusan pertama atau putusan gugatan 

sederhana. Ketika mengajukan keberatan, salah satu tujuan bagi 

pemohon adalah untuk mencapai kesejahteraannya, setidaknya 

ketika mengetahui bahwa pemohon berada diposisi yang salah 

atau benar. 

Menurut hakim Pengadilan Agama Jember sendiri, Perma 

Gugatan Sederhana ini adalah hukum formil, dimana  peraturan 

ini mengatur mengenai tata cara atau pelaksanaan bagaimana 
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menjalankan suatu peraturan yang diterapkan di Pengadilan. 

Lebih tepatnya Perma Gugatan Sederhana ini mengacu kepada 

hukum materil yang ada di Pengadilan Agama yaitu sebagai 

sumber acuan peraturan sehingga terciptanya hukum formil 

tersebut. 

Hakim Pengadilan Agama Jember menjelaskan
38

 bahwa 

dampak hukum yang ditimbulkan oleh upaya hukum keberatan 

pada gugatan sederhana ada pada kedua belah pihak yang 

berperkara. Tergantung apakah upaya hukum keberatan yang 

dilakukan oleh pemohon keberatan diterima atau ditolak. 

Apabila upaya hukum keberatan diterima oleh majelis hakim, 

maka termohon keberatan harus melaksanakan isi dari putusan 

keberatan tersebut, apabila upaya hukum keberatan ditolak 

maka putusan pertama atau putusan gugatan sederhana yang 

dilaksanakan. Lebih lanjut hakim menjelesakan tanggung 

jawab proses keberatan ada pada pihak pemohon keberatan 

seperti halnya menyelesaikan perkara dan membayar sesuai 

dengan putusan keberatan. 

2. Struktur Hukum (Structure of Law) 

Faktor selanjutnya adalah struktur hukum ialah lembaga 

atau aparat yang berhubungan dengan suatu peraturan. Didalam 

berfungsinya sebuah hukum, mentalitas dan kepribadian 
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ataupun sikap para penegak hukum memiliki peranan pentig 

dalam penegakan hukum itu sendiri. Jikalau peraturan atau 

hukum sudah berjalan dengan baik, akan tetapi jika kualitas 

para penegak hukumnya kurang baik maka ada masalah.
39

 

Maka dari itu efektif atau tidak sebuah peraturan dalam 

penegakan hukum juga termasuk peranan penegak hukum 

dengan ditandai bagaimana mentalitas dan sikap para penegak 

hukum itu sendiri. 

Berdasarkan peraturan yang ada, yaitu pada Pasal 21 hingga 

Pasal 30 Perma Gugatan Sederhana menjelaskan mengenai 

bagaimana upaya hukum keberatan ini dilakukan atau 

diimplementasikan pada Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 

21 hingga Pasal 30 Perma Gugatan Sederhana, para penegak 

hukum yang bersangkutan langsung dengan upaya hukum 

keberatan diantaranya ialah Ketua Pengadilan Agama, 

kemudian Majelis Hakim dan Panitera. Ketiga penegak hukum 

tersebut memiliki tugas masing-masing dalam melaksanakan 

peraturan yang ada, khususnya yaitu peraturan mengenai upaya 

hukum keberatan pada gugatan sederhana ini. 

Menurut hakim Pengadilan Agama Jember, menjelaskan 

bahwa pelaksanaan atau implementasi penegakan upaya hukum 
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keberatan pada gugatan sederhana yang dilakukan oleh 

penegak hukum disana sudah berjalan sesuai peraturan yang 

ada, yaitu pada Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Gugatan Sederhana. Lebih jelas lagi hakim 

Pengadilan Agama Jember menjelaskan bagaimana para 

penegak hukum Pengadilan Agama Jember melaksanakan 

peraturan yang ada.
40

 

Ketua Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk 

menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat keberatan. 

Keberatan yang diajukan oleh penggugat keberatan kepada 

ketua Pengadilan Agama disertai dengan akta pernyataan 

keberatan yang ditandatangani oleh penggugat keberatan 

disertai dengan alasan dam memori keberatan. Memori 

keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dengan 

mengisi blanko di Kepaniteraan. Ketua Pengadilan Agama juga 

memiliki wewenang untuk tidak menerima keberatan yang 

diajukan oleh penggugat keberatan dengan dasar keberatan 

yang diajukan tersebut melampaui waktu yang ditetapkan. 

Ketua Pengadilan Agama tidak menerima keberatan yang 

diajukan penggugat keberatan dengan cara mengeluarakan 

penetapan yang berisi tidak dapat menerima keberatan yang 

diajukan pihak penggugat keberatan. Penetapan yang 
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dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama tersebut berdasarkan 

surat keterangan dari panitera.
41

 

Selain menerima dan tidak menerima keberatan yang 

diajukan oleh penggugat keberatan, Ketua Pengadilan juga 

memiliki wewenang untuk menetapkan Majelis Hakim yang 

bertugas untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan 

yang diajukan oleh penggugat keberatan. Dalam menentukan 

Majelis Hakim, Ketua Pengadilan sekaligus menentukan 

Hakim Senior untuk memimpin proses pemeriksaan keberatan 

yang diajukan penggugat keberatan. 

Penegak hukum selanjutnya adalah Majelis Hakim, dalam 

pelaksanaan upaya hukum keberatan gugatan sederhana, 

majelis hakim dibentuk oleh Ketua Pengadilan setempat. 

Majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan berjumlah 

tiga orang dan dipimpin oleh hakim senior. Setelah majelis 

hakim dibentuk  oleh ketua pengadilan, maka majelis hakim 

memulai memeriksa perkara keberatan gugatan sederhana 

tersebut atas dasar (1) Putusan dan berkas gugatan sederhana; 

(2) Permohonan ke beratan dan memori keberatan, dan (3) 

kontra memori keberatan. Tiga hal tersebut yang menjadi 

landasan majelis hakim memeriksa perkara, hakim tidak bisa 

memeriksa perkara keberatan atas dasar yang lain selain ketiga 
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dasar tersebut. Kemudian majelis hakim tidak mempunyai 

wewenang untuk melakukan pemeriksaan diluar tiga hal yang 

disebutkan diatas. 

Setelah hakim selesai memeriksa perkara keberatan, hakim 

mengeluarkan putusan keberatan terhadap permohonan 

keberatan.  Putusan keberatan yang dikeluarkan majelis hakim 

memiliki kesamaan isi dengan putusan gugatan sederhana. Hal 

ini dijelaskan dalam Pasal 28 Perma Gugatan Sederhana
42

, 

bahwa Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis 

terhadap isi putusan keberatan. 

Sedangkan isi dari Pasal 20 ayat (1) Perma Gugatan 

Sederhana diantaranya ialah Putusan terdiri dari (a) kepala 

putusan dengan irah-irah yang berbunyi “Demi Keadilan 

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; (b) identitas para 

pigak; (c) uraian singkat mengenai duduk perkara; (d) 

pertimbangan hukum; dan (e) amar putusan. 

Ketika upaya hukum keberatan yang diajukan adalah 

perkara ekonomi syariah, maka hakim yang menangani perkara 

tersebut adalah hakim yang bersertifikasi Hakim Ekonomi 

Syariah.
43

 Mengenai hakim bersertifikasi ekonomi syariah, 
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dijelaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah. dijelaskan 

bahwa Perkara ekonomi syariah harus diadili oleh hakim 

ekonomi syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia.
44

 Tujuan adanya 

sertifikasi hakim ekonomi syariah ini adalah untuk 

meningkatkan efektifitas penanganan perkara-perkara ekonomi 

syariah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah 

sebagai bagian dari upaya penegakkan hukum ekonomi syariah 

yang memenuhi rasa keadilan. 

3. Budaya Hukum (Legal Culture) 

Faktor efektivitas yang ketiga adalah Budaya Hukum atau 

kultur hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya 

mencakup nilai-nilai yang mendasari peraturan atau hukum 

yang berlaku, nilai-nilai yang dimaksud merupakan konsepsi-

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga 

ditaati dan dianut. Sebaliknya jika dianggap buruk maka 

dihindari. Nilai-nilai yang dimaksud lazimnya merupakan 

pasangan dari nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan 

ekstrim yang harus diselaraskan. Pasangan nilai yang 

berperanan dalam hukum adalah sebagai berikut (1) Nilai 

ketertiban dan nilai ketentraman (2) Nilai jasmaniah atau 
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kebendaan dan nilai rohaniah atau keakhlakan (3) Nilai 

kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan atau 

inovatisme.
45

 

Di Indonesia nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat 

sendiri diantarnya ialah (1) Individu adalah bagian dari 

masyarakat yang mempunyai fungsi masinng-masing demi 

untuk melangsungkan dan kelangsungan daripada masyarakat 

(sebagai lingkungan kesatuan) (2) Setiap individu di dalam 

lingkungan kesatuan itu, bergerak berusaha sebagai pengabdian 

kepada keseluruhan kesatuan (3) Dalam pandangan adat yang 

demikian mengenai kepentingan-kepentingan individu itu, 

maka sukar untuk dapat dikemukakan adanya suatu keperluan 

yang mendesak untuk menertibkan segala kepentingan-

kepentingan para individu-individu itu. (4) Dalam pandangan 

adat, tidak ada pandangan bahwa ketentuan adat itu harus 

disertai dengan syarat yanng menjamin berlakunya dengan 

jalan mempergunakan paksaan. Apa yang disebut dengan 

kaprah, yaitu dengan sebutan hukum adat, tidaklah merupakan 

hukuman.
46

 

Hal-hal tersebutlah yang mendasari hukum adat yang 

berlaku di Indonesia. Hukum adat tersebut adalah hukum 
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kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat banyak. Selain 

itu, berlaku pula hukum tertulis atau peraturan perundang-

undangan yang keluar dari golongan tertentu dalam masyarakat 

yang mempunyai kekuasaan dan  wewenang yang resmi. 

Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat 

mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat 

supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku 

secara efektif. 

Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan 

merupakan kekuatan sosial yang menguatkan bagaimana 

hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Dirumuskan 

oleh Friedman, budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang 

terkait dengan hukum yang dapat memberi pengaruh yang baik 

maupun yang buruk dalam tingkah laku manusia. Budaya 

hukum adalah keseluruhan faktor yang menetukan bagaiamana 

sistem hukum Memperoleh tempat yang pasti dan logis dalam 

kerangka budaya di masyarakat secara menyeluruh.
47

 

Budaya (legal cultur) yang terdiri dari nilai-nilai dan sikap-

sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh 

Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah 

yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara 
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peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh  warga 

masyarakat. 

Friedman membagi budaya hukum tersebut menjadi (a) 

Internal legal culture atau budaya hukum internal yaitu budaya 

hukum para hakim dan pengacara atau penegak hukum pada 

umumnya; (b) External legal culture atau budaya hukum 

eksternal yaitu budaya hukum masyarakat secara luas.  Kedua 

jenis budaya hukum ini saling mempengaruhi. Jika budaya 

hukum eksternalnya sehat, maka dengan sendirinya budaya 

hukum internal akan ikut menyesuaikan karena aparat penegak 

hukum pada hakikatnya adalah produk dari masyarakatnya 

sendiri.
48

 

Berdasarkan penjelasan hakim Pengadilan Agama Jember, 

para penegak hukum yang ada seperti Hakim, Panitera hingga 

pengacara sudah menerapkan upaya hukum keberatan pada 

gugatan sederhana sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. 
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Akan tetapi pada aspek budaya masyarakat, masih banyak 

yang belum mengetahui mengenai upaya hukum keberatan. 

Dibuktikan dengan jarang sekali diajukannya upaya hukum 

keberatan pada perkara ekonomi syariah. Dampak dari tidak 

mengetahui dengan baik upaya hukum keberatan ini adalah  

bisa menyebabkan kesalahan didalam melakukan pengajuan 

memori keberatan. 

Indikator asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat 

dan biaya ringan menjadi budaya yang timbul di dalam 

Pengadilan Agama. Dengan didasari budaya tersebut, maka 

timbullah sebuah peraturan yang mengatur mengenai perkara 

yang dapat diselesaikan dengan waktu yang singkat dan klaim 

nilai gugatan yang dibatasi sehingga dapat menjadi sebuah 

pilihan bagi para pihak yang hendak mengajukan gugatan yang 

dimana pihak ingin perkara yang ada selesai dengan waktu 

yang singkat dan sederhana didalam penyelesaian perkara. 

Pengertian “sederhana” yaitu ketika pemeriksaan dan 

penyelesaian suatu perkara dapat dilakukan dengan cara yang 

efektif dan efisien. Sederhana juga dapat diartikan bahwa acara 

yang jelas, dapat dengan mudah untuk dipahami serta tidak 

berbelit-belit. Semakin sedikit dan sederhana formalitas yang 

diharuskan/diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan 

adalah akan semakin baik. Kebalikannya bila terlalu banyak 



 
 

60 
 

formalitas yang sulit untuk dipahami atua peraturan yang 

berwayuh arti (dubious) sehingga menimbulkan berbagai 

penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum.
49

 

Berdasarkan ketiga faktor tersebut, maka dapat dilihat bahwa 

terdapat salah satu faktor yang belum bisa dikatakan efektif. Yaitu pada 

kultur hukum eksternal atau budaya masyarkat. Masih banyak masyarakat 

masih bingung mengenai upaya hukum keberatan dengan dibuktikan salah 

mengajukan memori keberatan yang seharusnya mengajukan keberatan 

dengan membuktikan bahwa dalil gugatan yang tidak benar yang 

dilakukan oleh penggugat gugatan sederhana akan tetapi malah 

mengajukan mengenai kewenangan pengadilan agama. Karena didalam 

gugatan sederhana tidak ada eksepsi mengenai kewenangan peradilan 

agama, maka ketika diawal gugatan sederhana terdapat pemeriksaan 

pendahuluan untuk menentukan perkara tersebut termasuk gugatan 

sederhana atau tidak, jadi tidak perlu untuk melakukan memori keberatan 

mengenai kewenangan peradilan agama. 

Solusi untuk mengatasi ketidaktahhuan masyarakat mengenai 

upaya hukum keberatan adalah perlu dilakukannya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai upaya hukum keberatan ini. Sehingga ketika ada 

pihak yang melakukan gugatan sederhana maka bisa mengetahui apa itu 

upaya hukum keberatan dan tidak melakukan kesalahan dalam 
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mengajukan memori keberatan. Sosialiasi dapat dilakukan oleh Mahkamah 

Agung sebagai lembaga pengadilan hukum tertinggi. 

C. Kendala Upaya Hukum Keberatan Gugatan Sederhana Perkara 

Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jember 

Penerapan upaya hukum keberatan pada Pasal 21 hingga Pasal 30 

Peraturan Mahkamah  Agung Nomor 4 Tahun 2019 jo. Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara  Penyelesaian 

Gugatan Sederhana tidak selalu sesuai seperti yang tertuai di peraturan 

ketika peraturan tersebut diterapkan di lapangan. Artinya adalah, ada 

kendala yang dihadapi ketika melaksanakan peraturan yang ada sehingga 

dapat diketahui kekurangan yang ada di dalam peraturan tersebut. Kata 

Kendala berdasarkan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti 

halangan, rintangan, gendala atau faktor keadaan yang membatasi, 

menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.
50

 

Disini penulis hendak meneliti mengenai apa yang menjadi kendala 

ketika menerapkan upaya hukum keberatan di Pengadilan Agama Jember. 

Kendala ketika hendak menyelesaikan upaya hukum keberatan diantaranya 

adalah : 

1. Pihak yang dikalahkan dalam putusan enggan melaksanakan 

putusan dengan sukarela 

Pemeriksaan perkara diakhiri dengan sebuah putusan, akan 

tetapi dengan dikeluarkannya sebuah putusan, persoalan belum 
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dapat dikatakan selesai.
51

 Sebuah putusan pengadilan, tidak ada 

artinya jikalau putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Maka 

dari itu putusan hakim mempunyai kekuasaan eksekutorial, 

yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan 

dalam sebuah putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 

Yang memberikan kekuatan eksekutorial pada putusan para 

hakim adalah kepala putusan yang bunyinya “Demi Keadilan 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum  tetap 

mempunyai kekuatan sebagai berikut
52

 : 

a) Kekuatan mengikat (bidende kracht) pada kedua belah 

pihak yaitu penggugat dan tergugat. Dikarenakan sudah 

pasti maka tidak dapat ditarik lagi 

b) Kekuatan pembuktian (bewijzende kracht) yang 

dikenakan kepada para pihak yang berperkara, orang 

yang mendapatkan hak dari mereka serta juga ahli 

warisnya. Kekuatan pembuktian juga berklaku sebagai 

bukti dalam melakukan upaya hukum banding, kasasi 

dan eksekusi. 

c) Kekuatan  ekesekutorial yaitu kekuatan untuk dilakukan 

dengan paksa dikarenakan ada irah-irah 

“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM” diikuti dengan: 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN 

YANG MAHA  ESA 

 Putusan keberatan pada perkara gugatan sederhana 

merupakan putusan yang terakhir dan mengikat bagi para pihak 

penggugat dan tergugat, artinya adalah putusan keberatan tidak 

tersedia upaya hukum lagi seperti upaya hukum banding, kasasi 

ataupun peninjauan kembali
53

. Maka dari itu, putusan keberatan 

adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap(res 

judicata/inkracht van gewijsde). Putusan yang berkekuatan 

hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak bisa diajukan 

upaya hukum lagi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-

Undang.
54

 

Tidak semua putusan memiliki kekuatan untuk 

melaksanakan eksekusi. Pada perkara gugatan sederhana 

wanprestasi yang memiliki maksmal gugatan materil Rp. 

500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maka putusan yang 

diputus merupakan putusan yang bersifat condemnatoir. 

Condemnatoir atau kondemnator adalah sifat dari sebuah 

putusan yang dimana didalam putusan tersebut berisi amar 

yang menghukum salah satu pihak yang berperkara dan 

hukuman yang dilimpahkan berupa hubungan atau tindakan 
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hukum yang harus ditaati, dipenuhi dan dijalankan. Selanjutnya 

disebut dengan pihak yang dikalahkan.
55

 

Kendala yang dihadapi ketika putusan keberatan diputus 

adalah ketika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai dalam 

melaksanakan hukuman yang dilimpahkan pada dirinya. Hal ini 

menghambat jalannya putusan keberatan. Dikarenakan pihak 

yang dikalahakan enggan untuk melaksanakan amar putusan 

maka  pihak yang dirugikan didalam gugatan memberikan surat 

permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan agama 

Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan 

aanmaning (teguran) agar putusan keberatan yang sudah 

berkekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan secara sukarela 

oleh pihak yang dikalahkan. Aanmaning dikeluarkan oleh ketua 

Pengadilan Agama paling lama 7 (tujuh) hari dan 

pelaksanaannya dilakukan paling lama tujuh hari setelah 

penetapan aanmaning dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.
56

 

Sebelum melaksanakan aanmaning, ketua pengadilan agama 

terlebih dahulu memastikan dan memeriksa apakah berkas 

permohonan eksekusi yang diajukan sudah lengkap. 

Ketika dalam rentang waktu aanmaning telah dilaksanakan, 

kemudian pihak yang dikalahkan dalam putusan tetap tidak 
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melaksanakan putusan dnegan sukarela yang dilimpahkan 

terhadap dirinya maka ketua pengadilan agama memerintahkan 

untuk melakukan eksekusi/penyitaan terhadap objek yang 

tertuang pada putusan dan permohonan aanmaning atau 

eksekusi.
57

 Eksekusi adalah proses yang dilakukan oleh 

pengadilan kepada para pihak yang dikalahkan dalam suatu 

perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang ditempuh atau  

lanjutan setelah pemeriksaan perkara telah usai dan putusan 

sudah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi sendiri berasal dari 

kata “executie”, yang artinya melaksanakan keputusan hakim. 

 

2. Kurangnya pemahaman para pihak berperkara mengenai upaya 

hukum keberatan pada perkara ekonomi syariah 

Panitera Pengadilan Agama Jember menjelaskan mengenai 

kenapa perkara gugatan sederhana ekonomi syariah jarang 

sekali ditemui pada Pengadilan Agama,
58

 ada dua kemungkinan 

yaitu (a) Pertama, Tidak adanya sengketa dalam perjanjian 

ekonomi syariah. Sengketa Ekonomi Syariah adalah 

perselisihan antara lain ; orang-perorangan, kelompok orang, 

atau bahkan badan usaha yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara 

satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha 

                                                           
57

 Amran Suadi. Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. (Jakarta: 

Kencana, 2022), 67. 
58

 Sofan Affandi, Wawancara (Jember, 5 Maret 2024) 



 
 

66 
 

yang dilaksanakan menurut prinsip Syariah.
59

 (b) Kedua, para 

pihak belum paham secara jelas mengenai ekonomi syariah. 

Ketidaktahuan para pihak akan perkara ekonomi syariah ini 

bisa terjadi karena kurangnya literasi para pihak yang hendak 

mengajukan gugatan ekonomi syariah mengenai ekonomi 

syariah itu sendiri ataupun kurangnya sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai gugatan sederhana pada perkara ekonomi 

syariah. 

Ketidaktahuan mengenai perkara ekonomi syariah dapat 

menimbulkan kesalahan dalam mengajukan suatu perkara. 

Seperti contoh pada putusan keberatan dengan nomor register 

perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PA.Jr. Pada halaman 7 bagian 

pertimbangan hukum yaitu memori keberatan pemohon 

keberatan mengajukan dalil bahwa : 

“Bahwa, Pasal 9 tersebut secara tegas disebutkan : Segala 

sengketa yang timbul dari hubungan Perjanjian/akta 

pembiayaan Al-Murabahah No. 84, penyelesaiannya harus dan 

wajib melalui Pengadilan Negeri Jember, yang bersifat final 

dan mengikat, sebagai pilihan hukum yang telah disepakati 

oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian/akta pembiayaan 

Al-Murabahah No. 84” 

                                                           
59

 Riris Fadaniyah Moh. Horah and Erie Hariyanto, “Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi 

Syari’ah Jalur Non-Litigasi Melalui Mediasi,” Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam 5, no. 1 

(2021): 77–86, https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i1.302. 
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Yang pada intinya adalah pemohon keberatan menganggap 

bahwa Pengadilan Agama Jember tidak berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan alasan bahwa 

pada perjanjiannya menyepakati ketika ada sengketa yang 

timbul dari perjanjian tersebut maka penyelesaiannya harus dan 

wajib melalui Pengadilan Negeri Jember. Pemohon keberatan 

menambahkan dalil mengenai asas kebebasan berkontrak 

(pacta sunt servanda) pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa 

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yanng membuatnya...” untuk 

menguatkan dalilnya. 

Akan tetapi majelis hakim yang menangani perkara tersebut 

membantah dalil pemohon keberatan dengan pertimbangan 

bahwa Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 

tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa 

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, 

memutusdan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 

orang-orang yang beragama islam dibidang (a) perkawinan (b) 

waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infak (h) 

shadaqah (i) ekonomi syariah. Dalam penjelasannya yang 

dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau 

kegiatan usaha yang dilaksnaakan menurut prinsip syariah. 
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Kemudian menimbang beberapa dasar hukum bahwa pada 

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 

93/PUU-X/2012, SEMA No. 2 Tahun 2017 pada hirif C.2.a. 

Semua peraturan diatas merujuk kepada bahwa wewenang 

peradilan agama untuk memeriksa dan mengadili sengketa 

ekonomi syariah, oleh karena itu jika ada akad pembiayaan 

yang berbasis syariah jika terjadi sengketa kemudian memilih 

penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri, maka harus 

dibaca atau dimaknai Peradilan Agama. Sehingga majelis 

hakim menolak alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh 

Pemohon Keberatan karena dianggap tidak beralasan hukum 

dan harus dinyatakan ditolak. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pada perkara ekonomi syariah terdapat gugatan sederhana yang 

memiliki satu-satunya upaya hukum yaitu upaya hukum keberatan. 

Efektivitas hukum upaya hukum keberatan gugatan sederhana 

berdasarkan teori sistem hukum Lawrence Friedman dapat dikatakan 

belum sepenuhnya efektif, yaitu pada faktor budaya hukum eksternal 

atau budaya hukum masyarakat bahwasannya terdapat masyarakat 

yang belum mengetahui upaya hukum keberatan itu sendiri. 

2. Kendala yang menghambat pelaksanaan upaya hukum keberatan 

adalah ketika ada pihak yang dikalahkan namun enggan melaksanakan 

putusan dengan sukarela. Akibatnya adalah pihak yang dirugikan 

dalam putusan harus mengajukan permohonan eksekusi atau 

aanmaning. Kemudian dalam hal termohon eksekusi masih belum mau 

menjalankan putusan, maka ketua pengadilan agama Jember dapat 

memerintahkan eksekusi terhadap obyek yang ada pada putusan dan 

permohononan aanmaning. Kendala kedua adalah ketika ada pihak 

yang belum mengetahui dengan jelas mengenai upaya hukum 

keberatan gugatan sederhana perkara ekonomi syariah yang dapat 

menimbulkan kesalahan dalam mengajukan upaya hukum keberatan. 
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B. Saran 

1. Dengan melihat kendala yang ada maka penulis berpendapat agar 

peraturan mengenai eksekusi pada gugatan sederhana lebih diperjelas 

lagi, agar asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat 

diimplementasikan dengan baik pada praktik yang ada di lapangan. 

2. Perlunya sosialiasi mengenai upaya hukum keberatan gugatan 

sederhana pada perkara ekonomi syariah menjadi hal yang penting. 

Karena dewasa ini perjanjian/akad ekonomi syariah pada perbankan 

syariah sudah banyak maka sosialisasi mengenai gugatan sederhana 

dan upaya hukum keberatan harus di sosialisasikan agar para pihak 

yang hendak mengajukan gugatan sederhana dan upaya hukum 

keberatan pada perkara ekonomi syariah tidak terjadi kesalahan 

sehingga usaha atau upaya hukum yang ditempuh tidak sia-sia dan 

berguna. 
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Lampiran 1 : Wawancara dengan Bapak Moh. Hosen 

(Hakim Pengadilan Agama Jember) 
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Lampiran 3 Putusan Keberatan (Nomor 3 /Pdt. GS/2023/PA.Jr) 
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Pedoman Wawancara 

Daftar pertanyaan dengan Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Jember : 

1. Menurut bapak apa itu yang dimaksud dengan upaya hukum keberatan? 

2. Mengapa upaya hukum keberatan harus ada? 

3. Bagaimana peran hakim dalam menyelesaikan perkara upaya hukum 

keberatan? 

4. Bagaimana Pandangan hakim mengenai Perma Perma No.2 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana? 

5. Apa dampak hukum Keberatan? 

6. Apa kendala yang dihadapi ketika melaksanakan upaya hukum keberatan? 

7. Bagaimana pandangan bapak/ibu hakim dalam menyelesaikan 

permasalahan keberatan gugatan sederhana pada perkara ekonomi syariah 

yang diajukan pihak?   

8. Bagaimana komentar anda mengenai perkara ekonomi syariah yang 

diajukan melalui keberatan ini? 

9. Apakah upaya hukum keberatan gugatan sederhana efektif untuk 

dilakukan? 

10. Menurut anda apakah keberatan ini sudah memberikan dampak positif 

sesuai dengan tujuan dibuatnya Peraturan ini atau belum? 

 

 

 



 
 

91 
 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

IDENTITAS PRIBADI 

Nama Abdillah Mazi Chaerony 

NIM 200202110117 

Tempat, Tanggal Lahir Tegal, 10 Februari 2002 

Alamat Lingk. Kujonmanis, RT 002/RW 001, Kelurahan 

Warujayeng,  Kecamatan Tanjunganom, 

Kabupaten Nganjuk 

No. Telp. 0815-5534-4107 

Email maziabdillah@gmail.com  

 

PENDIDIKAN FORMAL 

1 Tahun 2006-2008 TK Diponegoro 

2 Tahun 2008-2014 SDN Tanjunganom 4 

3 Tahun 2014-2017 SMPN 1 Tanjunganom 

4 Tahun 2017-2020 SMAN 1 Tanjunganom 

5 Tahun 2020-2024 S1 Hukum Ekonomi Syariah 

UniversitasIslam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang 

 

 

mailto:maziabdillah@gmail.com

